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Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga

Syariah di Lingkungan Peradilan Agama

SebagaiKebutuhanDinamikaPeradilan.

Abstrak

PascaterbitnyaUndang-UndangNomor3Tahun2006tentang

PerubahanatasUndang-UndangNomor7Tahun1989tentang

PeradilanAgamayangmenegaskankompetensidankewenangan

Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan

menyelesaikanperkaraekonomisyariah.Namunadanyapayung

hukum tersebutbelum diimbangiolehkeberadaanhakim yang

tersertifikasiekonomisyariahyangmeratadipengadilanagama

seluruhIndonesia.Metodelogipenelitianyangdigunakanadalah

penelitian deskriptif-kualitatifdengan pendekatan yuridis

normatif.Tujuan daripenelitian iniadalah menunjukkan

urgensipembentukan pengadilan niagasyariah.Gagasan

untuk membentuk pengadilan niaga syariah dikuatkan oleh

tinjauansosiologis-historis,tinjauanyuridis,dantinjauanfaktual

mendukungdibentuknyaPengadilanNiagaSyariah.Terlebihlagi

pembentukan pengadilan niaga syariah akan menyelesaikan

sebagian permasalahan ekonomi syariah yang berupa

kesenjangankelembagaanperadilanumum danperadilanagama,

penguatan konsep one roofsystem antarperadilan,efisiensi

penempatanhakim agamayangtelahtersertifikasi,mewujudkan

pengadilan di lingkungan peradilan agama yang memiliki

kompetensidan profesionalisme dalam penyelesaian perkara

ekonomisyariah,serta juga menjalankan amanatPenjelasan

PasalIAngka2Pasal3A Ayat(1)Undang-UndangNomor50

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor7Tahun1989tentangPeradilanAgama.

Kata Kunci:EkonomiSyariah,Peradilan Agama,Pengadilan

NiagaSyariah.

Abstract

Afterthe publication ofLaw Number3 of2006 concerning
AmendmentstoLaw Number7of1989concerningReligious
Courts which confirms the competence and authorityofthe
ReligiousCourtsinexamining,adjudicatingandresolvingsharia
economiccases.However,theexistenceofthislegalumbrella
has notbeen balanced bythe presence ofjudges who are
certified in sharia economics evenly in religious courts
throughout Indonesia. The research methodology used is
descriptive-qualitative research with a normative juridical
approach.Theaim ofthisresearchistoshow theurgencyof
establishingashariacommercialcourt.Theideaof​​establishinga
sharia commercialcourtis strengthened by a sociological-
historicalreview,juridicalreview,andfactualreview supporting
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theestablishmentofaShariaCommercialCourt.Moreover,the
establishmentofashariacommercialcourtwillsolvesomeof
theshariaeconomicproblemsintheform ofinstitutionalgaps
betweengeneraljusticeandreligiouscourt,strengtheningthe
concept of a one-roof system between courts, efficient
placementofcertifiedreligiousjudges,creatingcourtswithinthe
religious justice environment that have competence and
professionalism insettlingshariaeconomiccases,aswellas
carryingoutthemandateoftheExplanationofArticleINumber2
Article3AParagraph(1)ofLaw Number50of2009concerning
theSecondAmendmenttoLaw Number7of1989concerning
ReligiousCourts.

Keywords: Sharia Economics, Religious Courts, Sharia
CommercialCourt.

Pendahuluan

Amanat dariUndang-Undang Dasar Tahun 1945 utamanya dalam Pasal24A

menegaskanmengenaiKekuasaankehakimanmerupakankekuasaanyangmerdekauntuk

menyelenggarakanperadilangunamenegakkanhukum dankeadilan,Kekuasaankehakiman

tersebutdilaksanakanolehMahkamahAgungdanbadanperadilanyangberadadibawahnya

dalam lingkunganperadilanumum,lingkunganperadilanagama,lingkunganperadilanmiliter,

lingkunganperadilantatausahanegara,danolehsebuahMahkamahKonstitusi.

PeradilanAgamasebagaisuatulembagaperadilandibawahMahkamahAgungyang

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman disamping Peradilan Umum,

PeradilanTataUsahaNegara,danPeradilanMiliter.PeradilanAgamamemilikiwewenang

memeriksa,memutus,danmenyelesaikanperkaraantaraorang-orangyangberagamaIslam

dibidang:perkawinan,waris,wasiat,hibah,wakaf,zakat,infaq,shadaqah,ekonomisyari'ah

danPidanaIslam (Jinayah)khususuntukwilayahMahkamahSyariahAceh.(DitjenBadilag,

2013)Dalam dinamika perkembangan peradilan,peradilan agama mulaimendapatkan

kedudukan yang cukup kuatdalam Sistem Ketatanegaraan peradilan Indonesia pasca

terbitnya Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Tonggak

terbitnya Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 menjadititikperkembangan signifikan

kelembagaanperadilanagamayangcukuplamatersubordinasidalam beberapaaspekpada

peradilanumum.

Mengutip DisertasiMuktiArto,Peradilan Agama sebagaisalah satu Kekuasaan

Kehakimandalam sistem ketatanegaraanIndonesiadapatmenjadiperadilanyangkaffah

danandalapabilamemiliki(1)kompetensiseluassyariahIslam;(2)kompetensieksekusi

atasputusan-putusansyariah;(3)perangkathukum syariahterapanyangsesuaidengan

perkembangan perangkathukum syariah terapan yang sesuaidengan perkembangan

kebutuhanhukum masyarakat;dan(4)kompetensidanprofesionalitasuntukmengatasi

kendalayuridis.(A.MuktiArto,2011)Peradilanyangkaffahdanandaldimanasalahsatu

unsurnya kebutuhan perkembangan kelembagaan yang mengikutipola perkembangan
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kebutuhanmasyarakatjugaterjadidiPeradilanAgamakhususnyauntuksektorpenanganan

perkara EkonomiSyariah.Kemudian kompetensidan profesionalitas untuk mengatasi

kendalayuridis,dalam kontekspenangananekonomisyari’ah.Hasilpenelitianyangada

yangdilakukanolehSugihantodalam penelitiandisertasinyayangberjudulKompetensi

PengadilanAgamadiBidangEkonomiSyar’iah,menunjukantemuan:(Salim HS&Erlies

SeptianaNurbani,2014)

1.Kendalautamayangdihadapiadalahkompetensiparahakim yangbelum memadai

baiksecarakuantitasdankualitas;

2.Meskisudah ada kompilasihukum ekonomisyari’ah,namun masih merupakan

barangbaru;

3.Pelakuekonomisyar’iahsendiriseringhanyamnitamediasi,negosiasi,dankonsiliasi

atausekedarmintasomasiuntukmencapaikesepakatandamai.

PeradilanAgamasebagaisalahsatupelaksanakekuasaankehakimandisamping3(tiga)

lingkunganperadilanlainnyayangjugamerupakanbagiandarisistem peradilannasional.

Pengadilanagamamemilikikekhususankewenanganmemeriksa,mengadilidanmemutus

sengketadibidangal-amwalal-syariah(hukum ekonomisyariah)dariyangawalnyaal-ahwal

al-syakhsiyyah(hukum keluarga).(NurulHudaetal.,2022)PadaMahkamahSyar’iyahAceh

selainduakewenanganmengadilirumpunjenisperkaratersebutjugaditambahkanmemiliki

kewenangandibidanghukum jinayat(al-ahkam al-jinayah).Prosespenyelesaianperkara

jinayathanyadilakukanolehMahkamahSyar’iyahdiWilayahMahkamahSyar’iyahAceh,

perkarajinayatjugamerupakankekhususandipengadilanlingkunganperadilanagama.(.

MardiCandraetal.,2018)

Untukperkarabidangal-amwalal-syariah(hukum ekonomisyariah)danbidanghukum

jinayat(al-ahkam al-jinayah)yangmerupakantambahanbatrudanbersifatkekhususandari

yangawalnyabidangal-ahwalal-syakhsiyyah(hukum keluarga),hakim yangmengadilinya

sebagai cerminan pelaksana kekuasaan kehakiman idealnya memiliki kompetensi

kekhususan atasperkaratersebutyaknibaikhukum formilmaupun materiildibidang

ekonomisyar;iah dan perkara jinayat.Halinibertujuan agarmampu memeriksa dan

mengadiliperkarajinayatsecaraadil,mandiri,danprofesional.(NurulHudaetal.,2022)

PascaterbitnyaUndang-UndangNomor3Tahun2006tentangPerubahanatasUndang

-UndangNomor7Tahun1989tentangPeradilanAgamayangmenegaskankompetensidan

kewenanganPeradilanAgamadalam memeriksa,mengadili,danmenyelesaikanperkara

ekonomisyariah.Ekonomisyariahsendiricakupannyacukupluasdanberagam meliputi:

Seluruhperbuatanataukegiatanusahayangdilaksanakanmenurutprinsipsyariahmisalnya

namuntakterbataspadabanksyariah,lembagakeuanganmikrosyariah,asuransisyariah,

reasuransisyariah,reksadana syariah,obligasisyariah dan suratberharga berjangka

menengahsyariah,sekuritassyariah,pembiayaansyariah,pegadaiansyariah,danapensiun

lembagakeuangansyariahdanbisnissyariah.(ErnidaBasry,2020)

AdanyapenegasankewenanganmengadiliperkaraekonomisyariahmelaluiUndang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 belum memberikan dampak yang signifikan bagi

perkembangankelembagaanpengadilanagama.Halinikontrasapabiladikomparasikan

dengan keadaan diPeradilan Umum.Pada lingkungan Peradilan Umum,pembentukan

pengadilankhususditegaskandalam PenjelasanPasalIAngka2Pasal8Ayat(1)Undang-

UndangNomor49Tahun2009tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.Ketentuan tersebut menegaskan bahwa di

lingkunganPeradilanUmum dapatdibentukpengadilankhusus,misalnyapengadilananak,

pengadilan niaga,pengadilan hak asasimanusia,pengadilan tindak pidana korupsi,
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pengadilanhubunganindustrial,pengadilanperikanan.

PembentukanpengadilankhususpadaperadilanUmum mengalamiperkembangan

yangpesatdimanatelahmemilikiklasifikasiPengadilanNegeriKelasIAKhusussebanyak

15Pengadilan.(“ProsedurPembentukanPengadilanDanPeningkatanKelasPn,”n.d.)Hal

yangserupabelum terjadidiperadilanagama,padahalsecaranormatif,dalam perundang-

undangan,ditegaskan bahwa dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama

terdapatpengadilan khusus.Pembentukan pengadilan khusus dilingkungan Peradilan

Agamadiaturdalam PenjelasanPasalIAngka2Pasal3AAyat(1)Undang-UndangNomor

50 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaatasUndang-Undang Nomor7 Tahun 1989

tentangPeradilanAgama.Dalam ketentuantersebut,ditegaskanbahwapadalingkungan

PeradilanAgamadapatdibentukpengadilankhusus,misalnyapengadilanarbitrasesyariah.

Upaya-upayayangdapatmendorongterwujudnyaPengadilanNiagaSyariahsebagai

pengadilankhususdiLingkunganPeradilanAgamasebenarnyaterbukalebar.Halinikarena

adanyaUndang-Undangyangtelahmengamanatkankemungkinanpembentukanpengadilan

khusus misalnya pengadilan arbitrase syariah.Kemudian penentuan dan pengaturan

mengenaiklasifikasikelas Pengadilan TingkatPertama telah diaturdan terbuka bagi

keempatlingkunganperadilan.Pengaturantersebuttermuatdidalam:

1.PeraturanMahkamahAgungNomor5tahun2018TentangKelas,TipedanDaerah

Hukum Pengadilan TingkatPertama dan Pengadilan TingkatBanding pada Empat

LingkunganPeradilan;

2.SuratKeputusanKetuaMahkamahAgungNomor292/KMA/SK/XII/2021tanggal30

Desember2021mengenaiPerubahanAtasKeputusanKetuaMahkamahAgungNomor

74A/KMA/SK/IV/2019tentangKriteriaKlasifikasiPengadilanTingkatPertama.

AdapunpenetapanklasifikasikelasPengadilanTingkatPertamatersebutmemiliki

relasidenganpenetapanyangberdasarkankriteriaklasifikasipengadilandimanamerupakan

standarpersyaratanuntukmenentukankelaspengadilandanjugamerupakandasardalam

penetapanbesaranorganisasikepaniteraanpengadilandankesekretariatanpengadilan.

KondisisaatinipadapengadilandilingkunganPeradilanUmum,klasifikasipengadilan

tingkatpertamamencakup4(empat)kelas,yaituKelasIAKhusus,KelasIA,KelasIB,dan

KelasII.Sementaraitu,padalingkunganPeradilanAgamaterdapat3(tiga)kelaspengadilan

PengadilanAgamadanMahkamahSyar’iyah,yaituKelasIA,KelasIB,danKelasII.

KlasifikasiKelasIAKhususpadaPeradilanUmum didasarkanpadaduaunsur,yaitu

unsursubstantif(kompleksitasperkara)danunsurpenunjang(demografi,luaswilayah,

akses,dan sebagainya). Pengadilan Kelas IA Khusus adalah pengadilan dengan

kompleksitasperkara(jumlahdanjenisperkara)yangtinggi.Keadaaninijugaterjadipada

beberapaPengadilanAgamadengankompleksitasperkarayangtinggi.Bahkan,beberapa

PengadilanAgamamenerimabebanperkaralebihdari5000perkarasetiaptahunnya.

GagasanpembentukanPengadilanAgamaNiagaSyar’iahsebagaipengadilankhusus

diLingkunganPeradilanAgamaakanberkelindandenganaspekpembentukanPengadilan

AgamakelasIA khusus.HalinibercerminkeberadaanPengadilanKhususdiPeradilan

Umum yangmerupakanPengadilanNegeriKelasIAKhusus.

MetodePenelitian

Penelitianinimerupakanpenelitiandeskriptif-kualitatifdenganpendekatanyuridis

normatif.Penelitian kualitatifadalah penelitian yang mengumpulkan,menganalisis,dan

menginterpretasidata-datayangpadaumumnyaberbentuknon-metrikuntukmengetahui
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relasidan/ataugejalayangtimbuldalam hubungan(interaksi)antar-individuatauantara

satubagiandenganbagianlaindalam suatusystem.(Fauzi,2022)Sumberdatapenelitian

terdiriatasduabentuk.Pertama,dataprimer,yaitudatayangdiperolehlangsungdariobjek

yangditeliti,baikmelaluiwawancara,observasilapangan,kuesioner,dandiskusiterpumpun.

Padapenelitianini Kedua,datasekunder,yaitudatayangdiperolehdaripublikasiatau

rintisandaringmaupunluring,berupabuku,kamus,ensiklopedi,peraturanhukum,hasil

penelitian sebelumnya,dan sumber-sumberlain yang relevan dengan tema penelitian.

PengambilandatadiambildariPengadilanTingkatPertamadanBandingpadaLingkungan

PeradilanAgamadiwilayahhukum Aceh,JawaBarat,JawaTimur,danSulawesiSelatan.

DasarDokumenhukum yangmenjadiacuandisandarkanpadaUndang-UndangNomor50

Tahun2009tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor7Tahun1989tentang

PeradilanAgama,PeraturanMahkamahAgungNomor5tahun2018TentangKelas,Tipe

danDaerahHukum PengadilanTingkatPertamadanPengadilanTingkatBandingpada

EmpatLingkungan Peradilan,dan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

292/KMA/SK/XII/2021tanggal30Desember2021mengenaiPerubahanAtasKeputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi

Pengadilan TingkatPertama. Pemilihan lokasipengambilan data yang terbatas pada

beberapaPengadilanAgamatersebuttidakakandilakukandenganfaktabahwadalam

ketentuan substansi norma Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

292/KMA/SK/XII/2021tanggal30Desember2021mengenaiPerubahanAtasKeputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi

Pengadilan TingkatPertama telah dijelaskan klasifikasiyang cukup rigid.Pengadilan-

pengadilantersebutmemenuhikriteria-kriteriayangditentukandalam beleidstersebut.Titik

tekannyaialahpadapengadilanagamayangtelahmencapaiKelasIAKhususdanmemiliki

Tingkatperkaraekonomisyariah,selainitupengadilan-pengadilantersebutjugamemiliki

karakteristikkekhususanperkarayangdapatmenjadifaktorpembentukpengadilanagama

khusus.Pihak-pihakyangdiwawancaraidalam penelitianiniadalahKetua,WakilKetua,

Hakim,Panitera,danSekretarisPengadilanAgamasertajugaKetua,WakilKetua,danHakim

TinggiPengadilanTinggiAgama/MahkamahSyar’iyahAcehyangkeseluruhanberjumlah43

Responden.Objekyang dilakukan obeservasidan pengambilan data adalah mengenai

pandangan-pandanganpelakupengadilanagamayangmemilikikemungkinandiwujudkan

menjadiPengadilan Agama KelasIA Khusus/Pengadilan Niaga Syariah.Adapun ruang

lingkuppenggalianinformasiditekankanpadafaktor-faktorpendukungdalam mewujudkan

kemungkinanpembentukanpengadilanniagasyariah,hambatanapayangmungkinterjadi,

bagaimana relasipembentukan pengadilan niaga syariah dengan penguatan peradilan

agama dibanding peradilan lain.Penyampaian mengenaikuisionerdan wawancara

penelitian ini dilakukan melalui surat resmi Surat Kepala Pusat Penelitian dan

PengembanganHukum danPeradilanNomor583/Bld.2/Lit/S/5/2023tentangPermohonan

ObservasiLapangan Tanggal08 Mei2023 yang dilampirioleh Panduan Wawancara

Penelitian Naskah UrgensiPembentukan Pengadilan Kelas IA Khusus DiLingkungan

PeradilanAgamaberisikan8pertanyaanyangmenuntutjawabandeskriptifeksplanatoris

terhadap4(empat)pilarpengadilanyakniKetua,WakilKetua,Panitera,danSekretaris

Pengadilan Agama. Bangunan argumentasiyang disusun berdasarkan hasilobservasi

lapangantersebutjugadikuatkanolehhasilFocusGroupDiscussionyangmendatangkan

PraktisidariKementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi

RepublikIndonesia,KantorWakilPresiden,danKetuaKamarAgamaMahkamahAgungRI.
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HasildanPembahasan

Faktor-Faktor Pendorong Urgensi dibentuknya Pengadilan Niaga Syariah Sebagai

PengadilanKhususdiLingkunganPeradilanAgama

PembentukanPengadilanAgamaSyari’ahpernahmunculbeberapatahunsilam dari

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat Banten Dian Edian

Ray.(Merdeka.com,2014)Pandangan Dian Edian Ray iniberangkatdaripenyelesaian

permasalahanbisnisdengansistem syariahselamainiditanganiolehPengadilanAgama.

Kompetensihakim pengadilanagamayangselamainibanyakmengadilisengketabidang

perkawinan,kasusperceraiandanwarismenyebabkankompetensiyangdimilikisebagian

besarhakimnya berfokus pada perkara-perkara tersebut,sedangkan ekonomisyariah

menuntutkompetensikhususyangberdasarkankeahliantersendiri.Pandanganinidiperkuat

denganterbitnyaPeraturanMahkamahAgungRepublikIndonesiaNomor5Tahun2016

TentangSertifikasiHakim EkonomiSyariahyangmanadalam konsideransnyadisebutkan

bahwaPengadilanAgama/MahkamahSyar’iyahsebagaisalahsatuinstrumenpenegakan

hukum memilikitanggungjawabuntukmenjaminpenegakanhukum ekonomisyariahdi

Indonesiaberjalandenganbaikdanbenar.Perkaraekonomisyariahperluditanganisecara

khusus oleh Hakim peradilan agama yang memahamiteorimaupun praktik bisnis

berdasarkanprinsipsyariah,agarhaltersebutdapatterlaksana,MahkamahAgungperlu

mengembangkan sertifikasihakim ekonomisyariah untuk menanganiperkara-perkara

ekonomisyariah.

Darisininampakbahwahakim peradilanagamamembutuhkansertifikasikhususyang

mencerminkankualifikasiyangdimilikiolehhakim agamayangakanmemerika,mengadili,

danmemutusperkaraekonomisyar’iah.Tujuansertifikasihakim ekonomisyari’ahtersebut

adalahagarpenyelesaiansengketaekonomisyariahbisadiselesaikanolehparahakim yang

qualifieddanmemenuhistandarkompetensiyangdibutuhkan.(ErnidaBasry,2020)Jumlah

hakim yangtelahmendapatkanpelatihandanlulussertifikasiekonomisyar’iahdaritahun

2017sampaitahun2023berjumlah890oranghakim.(DitjenBadilag,2024a)Datahakim

tersebutadalahdatahakim keseluruhanbaikhakim pengadilanTingkatpertama,hakim

pengadilanTingkatbanding,danHakim AgungKamarAgama.Sementarabebanperkara

ekonomisyar’iahpadatahun2023untukpengadilantingkatpertamamemilikibeban308

perkara,untukpengadilantingkatbandingmemilikibeban74perkara,padalevelMahkamah

Agung untuk perkara kasasidan Peninjauan Kembalimemilikibeban 57 dan 4

perkara.(MahkamahAgung,2024)

Denganvolumeperkara,jumlahhakim yangtelahmendapatkansertifikasiekonomi

syar’iah serta ekspektasidan harapan pencarikeadilan pada kualitas dan konsistensi

putusanekonomisyar’iahdaripengadilanAgama,makagagasanmembentukpengadilan

khususdiLingkunganPeradilanAgamauntukmemeriksa,mengadili,danmemutusperkara

ekonomisyar’iahmenjadikianmenguatdanmenggema.Kebutuhanakanpengadilanniaga

syariah sebagai pemenuhan amanat undang-undang dan alasan filosofis

keprofesionalitasan hakim dalam mengadilisetiap perkara harus lebih mencurahkan

perhatiandanfokuskepadaperkarayangdiadilisesuaidenganspesialiasinya.Lebihjauh

dampaknyaterhadapkualitasputusanyangdihasilkandanmemilikipengaruhsignifikan

terhadapcitra,danpersepsiprofesionalitaslembagaperadilan.

1.TinjauanSosiologis-HistorisPembentukanPengadilanNiagaSyar’iah;

PembicaraanyangmenyangkutPeradilanAgamadiIndonesiadarikacamatahistoris

akanmendapatinyadalam rentangwaktuyangPanjangbahkandarikeberadaanagama

Islam itusendiridiNusantara.PandanganinisecarasosiologisberasaldarikenyataanIslam
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merupakanagamahukum dalam artikatayangsebenamya.(TaufiqHamami,2013)Dalam

penjelasannya lebih jauh,agama Islam tidak hanya memilikifungsisebagaiagama

melainkanjugamemuatkaidah-kaidahyangmengaturhubunganverticalantaramanusia

denganAllahSubhanahuWaTa'alayangdikenaldenganhablum minallah,sekaligusjuga

mengandungkaidah-kaidahyangmengaturhubunganmanusiadenganmanusialainnya

(masyarakat),mahklukhidup,lingkungan,danbenda(hablum minannas)dalam kehidupan

masyarakat.Dalam keadaansosiologisyangdemikianmakaIslam danhukum Islam selalu

beriringan dan tidakdapatdipisah-pisahkan.Pangan inidikuatkan oleh Daud Aliyang

menyampaikaneksistensihukum Islam diIndonesiasesungguhnyaberjalansecarapararel

dengankehadiranIslam diNusantara.Bahkan,sejakawalkehadiranIslam,hukum Islam

telahmenyatudalam denyutkehidupanmasyarakatIslam Nusantara.Premisdasaryang

menopangargumeniniadalahbahwakonsepsihukum Islam merupakanbagianutuhdalam

totalitassistem ajaranIslam yangfaktualnyatidakmungkindapatdipisahkandariagama

Islam itusendiri.(MuhammadDaudAli,1990)RamliHutabaratmelihatdarisisiantropologi

hukum bahwadimanapunterdapatmasyarakatdiduniaini,makadisitupulaterdapat

hukum.(RamliHutabarat,2005)

Keberadaan Peradilan Agama sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam telah memiliki

eksistensinya.Kerajaan tersebutdiantaranya kerajaan Islam Samudera PasaidiAceh,

kerajaanIslam Mataram diJawaTengah,kerajaanIslam diBanjarmasin,danMakassar.

BeberapasebutannamaPeradilanAgamapadawaktuitusepertiPengadilanSerambi,Rapat

Ulama,RaadAgama.MahkamahIslam,MahkamahSyara',KerapatanQadibesar.Mahkamah

Islam Tinggi.(DitjenBadilag,2014)

Kemudian masuk pada masa berikutnya yang secara monumentalhistoris,sejak

diterbitkannyaFirmanRajaBelandamelaluiStaatsblad1882No.152Artikel1,Staatsbladini

merupakandasarpembentukanPengadilanAgamadiJawadanMadurayangsampaisaat

ini telah dikembangkan jumlahnya dengan Keputusan/Penetapan Menteri Agama

berdasarkankewenanganyangdiberikanolehUndang-UndangDaruratNo.1Tahun1951

yangtelahdiundangkanmenjadiUndang-UndangNo.11Tahun1961dankewenanganyang

diberikanolehPPNo.45Tahun1957.BerdasarkanKeputusanMenteriAgamaNo.61Tahun

1961PengadilanAgamaDaerahIstimewaYogyakartadikembangkandengandibentuknya

CabangKantorPengadilanAgamadiWonosari,Wates,BantuldanSleman.

PerkembanganperadilanagamamakindipertegaskedudukannyasebagaiPengadilan

NegarasaatterbitnyaUndang-UndangNomor7tahun1989tentangPengadilanAgama,

Undang-UndangNomor3Tahun2006yangmengakomodirkewenanganmengadiliperkara

ekonomisyariahhinggaUndang-UndangNomor50Tahun2009tentangPerubahanKedua

atasUndang-UndangNomor7Tahun1989tentangPeradilanAgama.

KemudianterkaitdenganPengadilanNiagaSyariahmenguatKembaliyangdidasarifakta

bahwatrendperkaraekonomisyariahcenderunghanyaterdapatdibeberapawilayahsaja

secara tidak merata.Secara berturut-turutpada tahun 2021,2022,dan 2023,hanya

Pengadilan TinggiAgama (PTA)Semarang,Bandung,Surabaya,dan Yogyakarta yang

memilikibebanperkaraekonomisyariahdiatas40Perkarapertahun.(DitjenBadilag,2024b)

Darifaktatersebutdimanapersebaran perkaraekonomisyariah ternyatatidakmerata

melainkanterkonsentrasihanyapadabeberapaPengadilanAgamatertentusajayangangka

komulatifnyahanyaada4PTAyangmemilikibebanperkaraekonomisyariahdiatas40

perkara.Dengandemikianmakademiefisiensidanprofesionalismesertakompetensihakim

yangmemilkisertifikasipelatihanekonomisyariahakansangatlogisdibentukpengadilan

NiagaSyariahpadaPengadilanAgamayangmemilikibebanperkaraekonomisyariahdiatas
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40perkarapertahunsecaraberturut-turutdaritahun2021,2022,dan2023.

2.TinjauanYuridisPembentukanPengadilanNiagaSyar’iah;

TinjauanYuridisakansangatberhimpitandengantinjauanfilosofis,yangmanapokok

perhatiannyadifokuskanpadakekuasaankehakimanyangtelahdiaturdalam konstitusi.

KekuasaankehakimankekuasaanyangmerdekayangdilakukanolehsebuahMahkamah

Agungdanbadanperadilanyangberadadibawahnyadalam lingkunganperadilanumum,

lingkunganperadilanagama,lingkunganperadilanmiliter,lingkunganperadilantatausaha

negara,danolehsebuahMahkamahKonstitusi,untukmenyelenggarakanperadilanguna

menegakkanhukum dankeadilan.

Pembahasanmenjadimengerucutkepadapenegakanhukum yanghanyadilakukanoleh

kekuasaan kehakiman (judicialpower)yang secarakonstitusionallazim disebutbadan

yudikatif(Pasal24UUD1945).Dengandemikian,pihakyangberwenangmemeriksadan

mengadiliperkarahanyabadanperadilanyangbernaungdibawahkekuasaankehakiman

yangberpuncakdiMahkamahAgung.(HasbiHasan,2010)Pasal2UUNo.14Tahun1970

sebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.4Tahun2004secarategasmenyatakanbahwa

yangberwenangdanberfungsimelaksanakanperadilanhanyabadan-badanperadilanyang

dibentukberdasarkanundang-undang.Diluaritutidakdibenarkankarenatidakmemenuhi

syaratformaldanofficialsertabertentangandenganprinsipundertheauthorityoflaw.

Kendatidemikian,berdasarkanPasal1851,1855,1858KUHPdt,PenjelasanPasal3UUNo.

14Tahun1970sebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.4Tahun2004sertaUUNo.30

Tahun1999tentangArbitrasedanAlternatifPenyelesaianSengketa,terbukakemungkinan

parapihakmenyelesaikansengketadenganmenggunakanlembagaselainpengadilan(non

litigasi),sepertiarbitraseatauperdamaian.(KarneenPerwataatmaja,2005) Pembahasan

kewenanganmemeriksadanmengadiliperkaraekonomisyariahyangberadadiPeradilan

Agamatidakadamasalahdalam implementasinya,hanyasajayangpenulisangkatdalam

jurnaliniadalah fokus mengenaikekhususannya sehingga harus dibentuk pengadilan

khususyakniPengadilanNiagaSyariahdalam memeriksadanmengadilinya.

TerlebihjelasbahwaterdapatamanatUndang-Undangyaknidalam Pasal3AUndang-

UndangNomor50Tahun2009tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor7

Tahun1989tentangPeradilanAgama(UUPA).Pengadilankhususdilingkunganperadilan

agama mencakup Mahkamah Syar’iyah diAceh,pengadilan arbitrase syariah,dan

pengadilankhususlainterkaitkewenanganPeradilanAgama.Pengadilanarbitrasesyariah

merupakaniusconstituendum (citahukum)pengadilankhususyangbelum terwujudhingga

saatini,padahalsecara faktualPengadilan Agama telah menerima beberapa perkara

pembatalanputusanarbitrasesyariah.Demikianpuladenganpengadilanniagasyariah

sebagaipengadilankhususyangdiharapkanadadalam strukturPengadilanAgamakarena

potensisengketaniagasyariahyangcukupbesar.

Merujuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor206/KMA/SK/2020

tentangPerubahanAtasKeputusanKetuaMahkamahAgungNomor200/KMA/SK/X/2018

Tentang Kelas,Tipe,dan Daerah Hukum Pengadilan TingkatBanding Pada Empat

LingkunganPeradilan,terdapat15(limabelas)pengadilanKhususdiLingkunganPeradilan

Umum yangkesemuanyaadalahPengadilanKelasIA Khusus.Landasanyangmengatur

mengenaipembentukankelasdantipepengadilanadalahPeraturanMahkamahAgung

Nomor5Tahun2018.PadaPeradilanUmum,terdapatkelasIAKhususyangmerupakan

kelaspengadilantertinggiditingkatpertama.Berikutadalahdaftarnya:

1.PengadilanNegeriMedanKelasIAKhusus
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2.PengadilanNegeriPalembangKelasIAKhusus

3.PengadilanNegeriJakartaPusatKelasIAKhusus

4.PengadilanNegeriJakartaTimurKelasIAKhusus

5.PengadilanNegeriJakartaBaratKelasIAKhusus

6.PengadilanNegeriJakartaSelatanKelasIAKhusus

7.PengadilanNegeriJakartaUtaraKelasIAKhusus

8.PengadilanNegeriTangerangKelasIAKhusus

9.PengadilanNegeriBandungKelasIAKhusus

10.PengadilanNegeriBekasiKelasIAKhusus

11.PengadilanNegeriSemarangKelasIAKhusus

12.PengadilanNegeriSurakartaKelasIAKhusus

13.PengadilanNegeriSurabayaKelasIAKhusus

14.PengadilanNegeriSidoarjoKelasIAKhusus

15.PengadilanNegeriMakassarKelasIAKhusus

.Sementaraitubelum adapengadilankhususdanpengadilanagamakelasIAKhususdi

LingkunganPeradilanAgama,padahalsecarakedudukan,PeradilanUmum danPeradilan

Agamasetara,demikianjugadenganPeradilanTataUsahaNegaradanPeradilanMiliter.

Apabila dirunutnorma yang mengaturmengenairelasikelas pengadilan dengan

pengadilankhusus,sejatinyabelum diaturkeharusanbahwaPengadilankhususadalahyang

secarakelembagaanmerupakanpengadilankelasIAKhusus,yangmengindikasikanbahwa

secarayuridisbolehsajapengadilanKelasII,KelasIB,atauKelasIAmemperolehpredikat

pengadilankhusus.

Perkembanganterkinidalam SuratEdaranMahkamahAgung(SEMA)Nomor1Tahun

2022tentangPemberlakuanRumusanHasilRapatPlenoKamarMahkamahAgungTahun

2022SebagaiPedomanPelaksanaanTugasBagiPengadilan.PadaBagianF(Rumusan

KamarKesekretariatan)Angka3huruf(b),plenokamarmengamanatkandilakukankajian

pembentukanpengadilankelasIAkhususdilingkunganPeradilanAgamadanmelakukan

peningkatankelas/tipepengadilantingkatpertamadantingkatbanding.Halinimenjadi

momentum yangbaikuntukmembentukpengadilanniagasyariahyangjugamerupakan

pengadilankelasIAKhususdiLingkunganPeradilanAgama.

3.TinjauanFaktualPembentukanPengadilanNiagaSyar’iah

Dalam komparasipembentukan pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Umum,

setidaknyaterdapatbeberapapengadilankhususyangtelahterbentukyaknipengadilan

anak,pengadilanniaga,pengadilanhakasasimanusia,pengadilantindakpidanakorupsi,

pengadilanhubunganindustrial, danpengadilanperikanan.PascaPutusanMahkamah

KonstitusiNomor26/PUU-XXI/2023 yang didalamnya memuatperalihan kelembagaan

pengadilanpajakyangsemulaberadadibawahKementerianKeuangan(Kemenkeu),saatini

menjadidibawahpayungMahkamahAgung(MA).KeberadaanPengadilanPajakyang

menjadipengadilankhususbarudibawahMahkamahAgungbelum ditentukanakanmasuk

menjadikompetensiAbsolutPeradilan Umum,Peradilan Agama,Peradilan TUN,atau

PeradilanMiliter.MengutipdariuraianyangdisampaikanolehYodiMartonoWahyunadi

dalam esainyayangberjudulPeninjauanKembaliDalam SengketaPajak,Yodimenguraikan

bahwaPengadilanPajakadalahbadanperadilanyangmelaksanakankekuasaankehakiman

bagiWajibPajakataupenanggungPajakyangmencarikeadilanterhadapSengketaPajak,

sedangkansengketaPajakadalahsengketayangtimbuldalam bidangperpajakanantara
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waj;ib pajak atau penanggung pajak dengan pejabatyang berwenang sebagaiakibat

dikeluarkannyakeputusanyangdapatdiajukanBandingatauGugatankepadaPengadilan

Pajak berdasarkan Peraturan Perundangundangan perpajakan,termasuk Gugatan atas

pelaksanaanpenagihanberdasarkanUndang-undangPenagihanPajakdenganSuratPaksa.

DiMahkamah Agung terdapat empat lingkungan peradilan. Hakim-hakim yang

menanganiperkaradiMahkamahAgungbersifatumum.Belum adahakim agungkhusus

menanganisuatu perkara,sehingga hakim yang ada Agung dapatsaja memeriksa di

keempatlingkunganperadilanyangada.Khususmengenaisengketapajakinimemangperlu

dipikirkanadanyaHakim AgungkhususyangditugasiuntukmemeriksaSengketaPajak.Hal

inidapatdipahamiolehkarenamasalahperpajakanmerupakanmasalahyangdiperlukan

pengetahuankhususmengenaiilmupajak.DengandemikianmakalebihtepatPeninjauan

Kembalisengketapajakditanganioleh Lingkungan Peradilan TataUsahaNegara.(Yodi

MartonoWahyunadi,n.d.)Berdasarkantinjauanfactualtersebutkemungkinanbesardapat

dibentukPengadilanNiagaSyar’iahpadaPeradilanAgamadanPengadilanPajaksebagai

PengadilanKhususpadaPeradilanTataUsahaNegara.

Kemudiandarisisikelembagaanpenentuanklasifikasidankelaspengadilantingkat

pertamadantingkatbanding,padalingkunganperadilanumum berbedadenganPeradilan

Agama,Militer,danPeradilanTataUsahaNegara.Peradilanumum memilikiklasifikasidan

kelaspengadilanyangmeliputiPengadilanNegeriKelasIAKhusus,PengadilanNegeriKelas

IA,PengadilanNegeriKelasIB,danPengadilanNegeriKelasII.Untukklasifikasidankelas

pengadilanPeradilanAgamaterdiridariPengadilanPengadilanAgamaKelasIA,Pengadilan

AgamaKelasIB,danPengadilanAgamaKelasII.Peradilanmilitermemilikiklasifikasi

PengadilanTipeAdanPengadilanTipeB.PeradilanTataUsahaNegaramemilikiklasifikasi

yangterdiridariPengadilanTataUsahaNegaraKelasAberkedudukandiIbukotaProvinsi

danPengadilanTataUsahaNegaraKelasBberkedudukandiIbukotaKabupaten/Kota.

Belum seragamnya klasifikasitipe dan kelas pengadilan diMahkamah Agung

dipengaruhioleh banyak faktordiantaranya kondisiperadilan yang memang memiliki

karakteristikyangberbeda.MisalnyauntukperadilanTUNakanberbedadenganPeradilan

Umum karenajumlahpengadilanmemilikikesenjanganyangcukupjauh,selainituPeradilan

TUN belum merataadadiseluruhIbuKotaProvinsidiIndonesia.Demikianhalnyajuga

denganPeradilanMiliter,namunPeradilanUmum danPeradilanAgamamemilikikemiripan

secarajumlahyangadaditiap-tiapIbuKotaKabupaten/KotadiseluruhProvinsiIndonesia.

KemiripanyangdimilikiolehPeradilanUmum danPeradilanAgamadarisisistruktur

kelasdantipepengadilansemestinyamenjadikanpersamaankelembagaannya.Halini

dilandasisemangatmewujudkankekuasaankehakimandenganpenataansistem peradilan

yang terpadu.Terpadu disinitermasuk didalamnya penyatuatapan pembinaan teknis

yustisialdanpembinaankesekretariatandalam satuwadahpembinaanMahkamahAgung.

Dalam menuju satu wadah pembinaan Mahkamah Agung kemudian dilakukan melalui

mekanismepenyatuatapanLembagaperadilan(oneroofsystem).(Puslitbang,2023)

Konseppenyatuatapanmerujukkepadakesatuanpembinaanbaikdibidangpenanganan

perkaramaupunorganisasi,admnistrasi,dankeuangan.Seluruhpembinaanorganisasi,

administrasi,danfinansialtiap-tiaplingkunganperadilan.PemberlakuanSistem SatuAtap

(oneroofsystem)diharapkanakanmeningkatkankinerjadanmewujudkancitrapositif

peradilandiIndonesia.

PemberlakuanSistem SatuAtapmemilikisejumlahkonsekuensi.MahkamahAgungdan

badanperadilandibawahnyamengalamiperubahanyangsignifikan.Segalaurusanyang

berkenaandenganorganisasi,administrasi,keuangan,konsepsatuatapituharussamadan



AgusDigdoNugroho

655

setaradalam kedudukan,protokol,dankelembagaanpadaempatlingkunganperadilandi

bawahpembinaanMahkamahAgung.(MahkamahAgung,2010)

KesatuanpembinaanMahkamahAgungdibidangorganisasimeliputi:pembentukan

pengadilan,klasifikasidan standardisasipengadilan,penyeragaman penyebutan badan

peradilan,peningkatan eselonisasi,penataan organisasidan tatalaksana kepaniteraan.

Pembinaanadministrasimeliputipenyusunanpedomankerjadanpembentukanformulir

yangdigunakandipengadilanPembinaanbidangsaranaperadilan,meliputipembinaan

kepegawaian,penyediaangedungdanperpustakaan.

Peradilansatuatapmengintrodusiradanyakekhususanpengadilandalam menangani

perkaratertentu.PeradilanAgamamerupakansalahsatupengadilankhususbagiorang-

orang beragama Islam.Peradilan Agama berwenang menerima,memeriksa,mengadili,

memutus,danmenyelesaikanperkaradiantaraorang-orangberagamaIslam dibidang:

perkawinan,kewarisan,wasiat,hibah,wakaf,zakat,infak,sadaqah,danekonomisyariah

(NaskahUrgensiPembentukanPengadilanAgamaKelasIAKhusus,2023).

Rekha Mirchandani menyatakan bahwa pengadilan khusus (specialized court)

dimaksudkanuntukmendorongpengarusutamaanpenyelesaianperkara-perkaraspesifik

berdasartatanan nilaitertentu dan terwujudnya keadilan substantif,alih-alih sekadar

keadilanprosedural.Pengadilankhususdiharapkanuntukdapatmenangkapaspirasiterkait

nilaihukum yangberkembangdimasyarakat,sehinggaputusanpengadilanlebihresponsif

denganperubahandantuntutansosialyangada(tofacilitatesubstantivejusticegoalsof

socialchange).(RekhaMirchandani,2005)

Teorirationalized justice menegaskan adanya specialized court sebagaibentuk

peradilankhususyang dimaksudkanuntukmenanganiperkara-perkaratertentudengan

tingkatkerumitantinggisehinggaperlusumberdayaHakim yangterlatihsecarakhusus

(sertifikasi).Pengadilan khusus dimaksudkan pula untuk mewujudkan efisiensidan

efektivitaspenangananperkarakhusus(hukum acarayangberbedadaninstrumenpro

yustitiapendukunglainnya).

Dalam tataranfaktaullainnya,faktabahwakepailitansyariahmasihditanganioleh

PengadilanNiagadiLingkunganPeradilanumum turutmendorongpembentukanpengadilan

niagasyariah.PeraturanMahkamahAgungNomor14Tahun2016TataCaraPenyelesaian

EkonomiSyariahyangberkedudukansebagaipayunghukum tidakmenyebutkepailitan

syariahmasukdalam kewenanganmengadilipengadilanagama.

HalIkhwalJawabanAtasPertanyaanMengenaiPembentukanPengadilanNiagaSyariah

KeberadaanHakim AdhocdanKeteranganAhli;

Bagian sub jurnalinidimasukkan sebagaipenyeimbang yang diberikan oleh

pandanganpraktisiyang merasakanbelum perlunyagagasanpembentukanpengadilan

niagasyariah.PandanganinidisampaikanolehAhmadZ.Anam yangberjudulMeredam

WacanaPembentukanPengadilanNiagaSyariah.

Adanyaanggapanbahwapengadilanagamadapatmemanfaatkanhakim adhocdan

keteranganahliuntukmenutupcelahterbatasnyahakim yangtersertifikasiekonomisyariah

dalam mengadiliperkaraekonomisyariah.Dariterminologimaknahakim adhoc mengacu

kepadahakim yangmemilikikeahliandanpengalamandibidangtertentuuntukmemeriksa,

mengadili,danmemutussuatuperkarayangdiangkatuntukjangkawaktutertentudan

pengangkatannya diaturdalam undang-undang.(Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Ad Hoc,2013)

Bahwasannyapenagangkatan hakim ad hocdalam mengadiliperkaraekonomisyariah
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sudahtidaklagirelevankarenatelahdiselenggarakanpelatihandansertifikasiekonomi

syariahhakim peradilanagama.Hanyasajapersebarannyayangbelum meratakarena

penyelenggaraandiklatdansertifikasibarudimulaisejaktahun2017danbarumenghasilkan

sejumlah 890 hakim peradilan agama darirentang hakim pengadilan tingkatpertama,

pemgadilantingkatbanding,dan2orangHakim AgungKamarAgama.Faktajumlahhakim

yangmasihterbatasinimakinmenguatkanurgensipembentukanpengadilanniagasyariah

diPeradilanAgama.Agarhakim yangtelahmemilikisertifikasiekonomisyariahdapatdi

tempatkanpadapengadilanniagasyariahyangada.

Kemudianpenggunaanahliuntukmenutupcelahkeahliandalam prosespersidangan

diPengadilanAgama,menurutpenulispendapatiniterlalunaif.SesuaiPasal26Peraturan

MahkamahAgungRepublikIndonesiaNomor1Tahun2016TentangProsedurMediasiDi

Pengadilan,halyangsamajugaterjadipadaikhwalPemanggilansaksiahlidimungkinkan

ataspersetujuanparapihak,dimanasemuabiayajasaahliituditanggungolehparapihak

berdasarkankesepakatan.Lebihjauhahlidipersidangandidatangkanolehpihakberperkara

yangberkepentingandanbiayamendatangkanahlidalam persidanganrelatifberatdan

membebankanpencarikeadilan.Selainitujugaahliyangdidatangkanakansangatberpihak

memberikanketerangansesuaidengankepentinganpihakyangmenghadirkannya.Kondisi

yangdemikianakansangattidakidealdimanaharusnyahakim yangmemutuskanperkara

ekonomisyariahberdasarkankeyakinanyangmunculdarifakta-faktapersidangan,bukan

akibatterpengaruhketeranganahliyangjelas-jelasberpihakpadasalahsatupihakyang

berperkara.

AnggapanPengadilanNiagaSyariahbertentangandenganazassederhana,cepat,dan

biayaringan.

Anggapan pembentukan pengadilan Niaga Syariah bertentangan dengan azas

sederhana,cepat,danbiayaringanbermuladarirelasipenyelesaiansengketayangadasaat

inidapatditanganioleh seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah diseluruh

Indonesiaapabiladibentukpengadilanniagasyariahakanmenyempitpadapengadilanniaga

syariahsajayangdapatmemeriksa,mengadili,danmemutussengketaekonomisyariah

tersebut.(AhmadZAnam,2014)JumlahPengadilanNiagaSyariahyangterbatashanyaada

beberapapengadilansajaakanmenyebabkankesulitanbagipencarikeadilansengketa

ekonomisyariahdalam mengakseskeadilan.

BerkacakepadapengadilanniagayangadadiPeradilanumum dimanasaatinimasih

terbatas hanya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,Pengadilan Niaga Surabaya,

PengadilanNiagaSemarang,PengadilanNiagaMedan,danPengadilanNiagaMakassar.

Kondisiyangdemikiandikhawatirkanakanmereduksikewenanganyangawalnyadapatdi

selesaikandiseluruhPengadilanAgama/MahkamahSyar’iyahdiseluruhIndonesiamenjadi

hanyadapatdiaksespadakota-kotatertentuyangmemilikiPengadilanNiagaSyariah.

Kondisiinitentu akan menimbulkan konsekuensisukarnya mengakses keadilan serta

bertambahnyabiayayangdibutuhkan.Namunapabilamelihatdinamikaperadilansaatini

yangsudahmassifpenggunaanecourtdanelitigasikekhawatirantersebutsudahtidak

relevanlagi.Bahkanpersidanganelektronikmerupakanhalyanglazim saatini.Hambatan

dantingginyabiayauntukmengakseskeadilansudahdapatdiatasidenganinovasiyang

dilakukanolehMahkamahAgung.

Poin pokok yang ingin ditekankan adalah kekhususan pengadilan yang diiringi

dengan hakim yang telah tersertifikasiekonomisyariah yang mana diharapkan akan

prosefionaldankompetendalam memberikanputusanyangberkeadilansesuaidengan
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kapabilitasdankemahiranyangdimilikinya.Lembagapengadilanpadaakhirnyadiharapkan

dalam memeriksa,mengadilidanmemutussuatuperkarasesuaidengankompetensiyang

dimilikiberdasarkanketentuanyangdiaturdalam peraturanperundang-undangan.Adapun

pengadilan khususadalah pengadilan yang mempunyaikewenangan untukmemeriksa,

mengadilidanmemutusperkaratertentu.(IsmailRumadan,2021)

Lebih lanjutapabila pengadilan niaga syariah benarterwujud dan menjadisatu

denganPengadilanAgamaKelasIAKhususyangberadaditiap-tiapIbuKotaPrivinsiatau

Kabupaten/Kotayangmemilikiperkaraekonomisyariahyangmassifdankonsistendari

tahun ke tahun akan menjadikan efektivitas dan efisiensipembentukannya.Ongkos

pelatihandansertifikasiekonomisyariahdapatditekandandifokuskanpadahakim-hakim

yangakandiproyeksikanditempatkanpadaPengadilanNiagaSyariah/PengadilanAgama

KelasIAKhusus.Idealnyasemuahakim agamadibekalidenganketerampilandanwawasan

ekonomisyariah,namun dalam kondisisaatiniyang paling mungkin dilakukan ialah

membangunPengadilanNiagaSyariah/PengadilanAgamaKelasIAKhususyangmanadi

dalamnyaterdapathakim-hakim yangtelahlulussertifikasiekonomisyariah.

Tantangan Dalam Penyusunan Payung Hukum (Legislatif),Operasional,dan Logistik

PembentukanPengadilanNiagaSyariah.

BerangkatdariamanatPenjelasanPasalIAngka2Pasal3AAyat(1)Undang-Undang

Nomor50Tahun2009tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor7Tahun1989

tentangPeradilanAgamayangmanatelahmenyebutpadalingkunganPeradilanAgama

dapatdibentukpengadilankhusus,misalnyapengadilanarbitrasesyariah.Halinidapat

dijadikan pijakan awalyang baik dalam membangun payung hukum Pembentukan

PengadilanNiagaSyariah.ApalagiMahkamahAgungmemilikiFungsimengaturyangmana

MahkamahAgungdapatmengaturlebihlanjuthal-halyangdiperlukanbagikelancaran

penyelenggaraanperadilanapabilaterdapathal-halyangbelum cukupdiaturdalam Undang-

undang tentang Mahkamah Agung sebagaipelengkap untukmengisikekurangan atau

kekosonganhukum yangdiperlukanbagikelancaranpenyelenggaraanperadilan(Mahkamah

Agung,n.d.).Dengan fungsimengaturyang dimilikioleh Mahkamah Agung inimaka

Pembentukanpengadilanniagasyariahbukanlahsuatuhalyangberat.ApalagiMahkamah

AgungtelahmemilikiPeraturanMahkamahAgungNomor5tahun2018TentangKelas,Tipe

danDaerahHukum PengadilanTingkatPertamadanPengadilanTingkatBandingpada

EmpatLingkunganPeradilan(Perma)danSuratKeputusanKetuaMahkamahAgungNomor

292/KMA/SK/XII/2021tanggal30Desember2021mengenaiPerubahanAtasKeputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi

PengadilanTingkatPertama.Denganmenyandarkanpadaperaturanperundang-undangan

dan peraturan kebijakan inimaka Mahkamah Agung memilikipeluang membentuk

pengadilanniagasyariahyangjugaberkedudukansebagaiPengadilanAgamaKelasIA

Khususdenganspesialisasiperkaraekonomisyariah.

Kemudian dalam aspekoperasionalberacara,pada dasarnya hukum acara yang

berlakuadalahsamadenganhukum acarapadaumumnyadiPengadilanAgamahanyasaja

kekhususan perkaranya yang khusus yakni ekonomi syariah. Sehingga hambatan

operasionalbukanlahsuatuhalyangberatuntukdiatasi.

DarisisipenyelenggaraanperadilandimanaPenyelesaianperkaraekonomisyariah

dibebankan kepada Pencarikeadilan dengan asasnya ada uang ada perkara,maka

dukungan operasionalpengadilan niaga syariah tidak menjadibeban bagiPengadilan

AgamayangkemudiandibentukmenjadiPengadilanNiagaSyariah/PengadilanAgama
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KelasIAkhusus.UangPerkarayangdibayarkanpihak(utamanyapenggugat)ataupihak

yang diputusolehPengadilanuntukmenanggung biayaperkaraekonomisyariahakan

mampumenopangoperasionalpenyelesaianperkaradaripemeriksaanperkarapadalevel

pengadilanTingkatpertamahinggaEksekusiPutusanyangtelahberkekuatanhukum tetap.

Kesimpulan

Pembentukan pengadilan niaga syariah saatinidirasakan memilikiurgensiyang
mendesakuntukmenciptakanprofesionalismedankompetensipengadilandilingkungan
peradilanagama.FaktakeberadaanpengadilanagamadiseluruhIndonesiayangmemiliki
kewenanganmengadiliperkaraekonomisyariahnamuntidakdidukungpenempatanhakim
yangtersertifikasiekonomisyariahakandiragukankompetensidankapabilitasnyadalam
memeriksa,mengadili,danmemutusperkaraekonomisyariah.Selainitupuladarisisi
tinjauansosiologis-historis,tinjauanyuridis,dantinjauanfaktualmendukungdibentuknya
Pengadilan Niaga Syariah.Terlebih lagipembentukan pengadilan niaga syariah akan
menyelesaikan sebagian permasalahan ekonomi syariah yang berupa kesenjangan
kelembagaanperadilanumum danperadilanagama,penguatankonseponeroofsystem
antarperadilan,efisiensipenempatanhakim agamayangtelahtersertifikasi,mewujudkan
pengadilandilingkunganperadilanagamayangmemilikikompetensidanprofesionalisme
dalam penyelesaianperkaraekonomisyariah,sertajugamenjalankanamanatPenjelasan
PasalIAngka 2 Pasal3A Ayat(1)Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009 tentang
PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor7Tahun1989tentangPeradilanAgama.

Kedudukan pengadilan niaga syariah masih menjadiius constituendum,karena
keberadaannyamasihmenjadicita-citaLembagahukum danbelum benar-benarterbentuk.
Pembentukanpengadilanniagasyariahbukanlagihanyaangan-anganmelainkandapat
dijuwudkan secara realita dengan digabungkan menjadiPengadilan Agama Kelas IA
Khusus/PengadilanNiagaSyariahsebagaimanaterjadipadaLingkunganPeradilanUmum.
Halinitelahdikuatkanolehbeberapatinjauansebagaimanadalam pembahasandiatasyang
kuatsecaraakdemisdanpraktis.
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